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TENTANG

STANDAR PELAYANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA INSPEKTORAT BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang a, bahwa Inspektorat 8adan Informasi Geospasial mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan 8adan
Informasi Geospasial melalui pengelolaan pengaduan
masyarakat;

b. bahwa pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang
mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh aparatur sipil negara sehingga mengakibatkan k~
masyarakat dan negara dilakukan melalui mekanisme
Whistleblowing System;

c. bahwa mekanisme Whistleblowing System perlu dilakukan
dengan standar pelayanan yang memadai sehingga mampu
mendukung penegakan disiplin dan hukum pada 8adan
Informasi Geospasial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Utama 8adan Informasi Geospasial tentang Standar
Pelayanan Whistelblowing System pada Inspektorat 8adan
Informasi Geospasial;

Mengingat 1, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang 8adan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang 8adan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 255);
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2. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi
Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan
Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

3. Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar
Pelayanan;

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan
Whistleblowing System di Lingkungan Badan Informasi
Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS
GEOSPAS~L TENTANG
WHISTLEBLOWING SYSTEM
INFORMASI GEOSPASIAL.

UTAMA BADAN INFORMASI
STANDAR PELAYANAN

PADA INSPEKTORAT BADAN

KESATU Standar Pelayanan Whistelblowing System pada Inspektorat Badan
Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini.

KEDUA Penyelenggaralpelaksana wajib melaksanakan Standar Pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai
acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pad a tanggal 1 7 Jun i 2019

SEKRETARIS UTAMA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

it -:
MUHTADI GANDA SUTRISNA~

Tembusan:
1. Kepala BIG
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pad a BIG; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada BIG .
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Lampiran Keputusan
Sekretaris Utama
Badan Informasi Geospasial
Nomor 26 Tahun 2019
Tanggal : 17 Juni 2019

STAN DAR PELAYANAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
PADA INSPEKTORA T BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

A. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial ditetapkan dengan
tujuan:
a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap Informasi Geospasial yang dapat

dipertanggungjawabkan;
b. mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang berdaya guna dan

berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan
c. mendorong penggunaan Informasi Geospasial dalam penyelenggaraan

pemerintahaan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Badan Informasi Geospasial terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Oeputi Bidang Informasi Geospasial Oasar;
d. Oeputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;
e. Oeputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;
f. Inspektorat; dan
g. Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama.

Oalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;
b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
c. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Kedudukan Inspektorat menjadi formasi dasar strategi 8adan Informasi Geospasial
untuk mewujudkan visi Badan Informasi Geospasial tahun 2019, yaitu "Menjadi
Integrator Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagai Landasan Pembangunan
Indonesia" sebagaimana tertuang pad a Rencana Strategis 8adan Informasi Geospasial
Tahun 2016 - 2019. Sebagai unit kerja yang yang berkedudukan di bawah Kepala dan
bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama, Inspektorat mempunyai
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tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Informasi Geospasial.
Salah satu bentuk pengawasannya adalah mengelola pengaduan masyarakat.

Pengelolaan pengaduan masyarakat diklasifikasikan dalam pengaduan masyarakat
tidak berkadar pengawasan dan ber1<adar pengawasan. Pengaduan masyarakat
berkadar pengawasan mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatus sipil
negara sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara. Proses
penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme Whistleblowing System.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk peran serta aparatus sipil negara
Badan Informasi Geopasial dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan yang perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pengaduan masyarakat harus dikelola secara baik untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
suatu lembaga harus memberikan akses yang mudah kepada masyarakat, dibangunlah
suatu aplikasi yang bertujuan untuk mengelola pengaduan masyarakat dan memberikan
kemudahan bagi masyarakat dan pegawai dalam mengadukan suatu hal yang bersifat
membangun dan tindakan yang berindikasi pelanggaran.

Berdasarkan hal di atas, disusunlah standar pelayanan pengaduan masyarakat melalui
mekanisme Whistleblowing System sebagaimana dimaksud di bawah ini yang
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN
Pengelolaan pengaduan masyarakat melalui mekanisme Whistleblowing System telah
disusun dengan rincian sebagai berikut:

No. Komponen Uraian
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
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No. Komponen Uraian
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
PubHk (l.emoaran Negara RepubHk .Adooesia -tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 'tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan
Standar Pelayanan;

9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala
Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pengetolaan Pengaduan Masyarakat
dan Whistleblowing System di Lingkungan Badan Informasi
Geospasial;

2. Persyaratan 1. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Mayarakat
Pelayanan 2. Adanya pelaporan atau pengaduan

3. Pengadu mengisi identitas

4. Adanya bukti pendukung pengaduan
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